
YOGYA (KR) - Badan Advokasi Hukum dan HAM

(Bakumham) DPD Partai Golkar DIY melihat ada indikasi

pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Paslon Bupati dan

Wakil Bupati di Pilkada Gunungkidul. Yakni dengan menum-

pang Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.

Namun hal tersebut ternyata luput dari pemantauan dan peng-

awasan Bawaslu Gunungkidul.

Ketua Bakumham DPD Partai Golkar DIY Listiana Lestari

SH mengatakan, pelanggaran dengan cara menumpang pro-

gram dari pemerintah sangat tidak fair dan tentunya

merugikan paslon lain. Selain itu juga membodohi rakyat.

“Kami mendorong Bawaslu Gunungkidul untuk bekerja dengan

sungguh-sungguh dan tegas menindak semua pelanggaran

yang terjadi di Pilkada,” terang Listiana kepada wartawan saat

jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar DIY, Jalan Jenderal

Sudirman Yogyakarta, Senin (23/11). 

Lebih lanjut dikatakan Listiana, apabila tetap terjadi pelang-

garan dilakukan paslon dengan menumpang program pemerin-

tah untuk kepentingan kampanye, maka Bakumham Partai

Golkar DIY akan segera mengambil tindakan hukum.  “Kami

akan laporkan temuan-temuan kami ke Bawaslu. Kalau

Bawaslu Gunungkidul tidak tegas dan membiarkan pelang-

garan-pelanggaran itu terjadi, kami akan laporkan ke Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujarnya. (Dev)-d

Ketua Harian Satgas Penanganan

Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi,

menjelaskan dari total 45 kelurahan

yang ada mayoritas masih dalam kate-

gori zona oranye. “Zona kuning ada

sembilan kelurahan, dan selebihnya

oranye. Jadi saya tegaskan daerah

Yogya sampai saat ini belum pernah

merah,” tegasnya, Senin (23/11).

Penegasan satgas tingkat kota

tersebut agar masyarakat tidak ter-

lalu panik menyikapi lonjakan kasus

harian. Meski demikian, hal itu pun

tidak lantas membuat warga lengah

dan mengendurkan protokol kese-

hatan. Pasalnya, keberhasilan pe-

ngendalian kasus sangat tergantung

dari perilaku masyarakat. Terutama

dalam disiplin menerapkan protokol

kesehatan dalam berbagai aktivitas

baik di dalam rumah maupun di luar

rumah.

Selain itu, ketersediaan kamar pera-

watan untuk pasien positif yang me-

nunjukkan gejala juga cukup me-

madai. Kamar isolasi rumah sakit dari

total 128 kamar, terpakai 102 kamar

atau 79,69 persen. Sedangkan kamar

isolasi ICU dari 13 kamar, terpakai de-

lapan kamar atau 61,54 persen.

Jumlah itu belum termasuk di Shelter

Tegalrejo yang terdapat 42 unit ruang

dengan tiap ruang terdapat dua kamar.

“Selain belum pernah masuk zona me-

rah, ketersediaan kamar di Yogya juga

masih tersedia,” katanya.

Meski demikian, pada masa saat ini

masyarakat memang harus bisa

berdampingan dengan Covid-19 na-

mun tetap menyiapkan diri agar tidak

menjadi bagian yang terpapar. Oleh

karena itu penerapan protokol kese-

hatan tidak boleh disepelekan. Jika se-

dikit saja dilonggarkan maka upaya

kebangkitan ekonomi dan aktivitas

sosial akan terganggu.

Oleh karena itu, Heroe mengaku su-

dah meminta satgas yang ada di

wilayah untuk menggelar sidak ke

tempat-tempat maupun kegiatan yang

dinilai protokolnya masih belum bagus.

Dengan begitu maka pelaku usaha

maupun penyelenggara kegiatan tidak

lagi main-main dalam menegakkan

protokol kesehatan.  

Heroe menjabarkan, 80 persen kasus

temuan positif Covid-19 ditemukan

dari rantai penularan dalam keluarga.

Seperti jika ada warga yang terpapar

dari riwayat perjalanan kemudian

menularkan di perkantoran, setelah

ditelusuri ternyata anggota keluar-

ganya ada yang ikut terpapar. Sehing-

ga setiap warga yang memiliki aktivi-

tas di luar daerah harus menjaga betul

agar tidak terjadi paparan.         (Dhi)-d
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Kota Yogya Belum Pernah Masuk Zona Merah
YOGYA (KR) - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya

menegaskan wilayahnya selama ini belum pernah masuk
zona merah. Meski terjadi penambahan kasus harian
maupun pasien aktif, namun masih dalam pengendalian.

SLEMAN (KR) - Tim 38 Advokat

melakukan deklarasi ‘Peduli Pilkada

Bersih’, Senin (23/11). Pihaknya memin-

ta semua pasangan calon (paslon) untuk

mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Selain itu, Tim 38 Advokat akan meng-

awasi program pemerintah yang rawan

digunakan untuk kepentingan kampa-

nye, serta memantau ‘money politics’. 

Koordinator Tim 38 Advokat, Kamal

Firdaus SH menjelaskan, tim  ini meru-

pakan advokat lintas organisasi yang

berjumlah 38 orang. Dimana Tim 38

Advokat ini nonpartisan atau tidak

berpihak di salah satu paslon. Namun

tim ini hanya ingin pelaksanaan Pilkada

di DIY, khususnya Kabupaten Sleman

berjalan bersih. 

“Dalam situasi pandemi, kami imbau

kepada seluruh paslon dan simpatisan

untuk mematuhi prokes saat kampanye

maupun pencoblosan nanti. Kami tak

ingin Pilkada ini menjadi klaster baru,”

jelas Kamal Firdaus saat deklarasi Tim

38 Advokat. 

Selain itu, pihaknya juga akan meng-

awasi program-program dari pemerin-

tah di antaranya bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

Keuangan Khusus (BKK) dan lainnya.

Diharapkan bantuan itu tidak diman-

faatkan oleh paslon. 

“Dalam kampanye, paslon supaya ti-

dak memberikan janji yang berlebih.

Termasuk kalau nanti tidak memilih,

bantuan itu tidak cair. Padahal bantu-

an itu merupakan program dari peme-

rintah, bukan dari paslon. Makanya

kalau masyarakat mengetahui bantu-

an itu dimanfaatkan oleh paslon, lapor

ke kami. Nanti akan kami telaah,”

ujarnya. 

Di samping itu, menjelang pen-

coblosan sangat rawan terjadi ‘money

politics’. Pihaknya mengajak   jangan

memilih paslon yang menggunakan

‘money politics’dalam meraih suara. 

“Kami akan pantau untuk mencegah

‘money politics’ menjelang pencoblosan,”

tegasnya. 

Lebih lanjut dikatakan Kamal, Tim 38

Advokat juga meminta kepada KPU,

Bawaslu dan Pemkab Sleman untuk

profesional dan tidak bersikap diskrimi-

natif. Kemudian Aparatur  Sipil Negara

(ASN) harus netral dalam Pilkada di

Kabupaten Sleman. 

“Kalau mengunggah paslon dalam si-

tus resmi, harus semuanya. Tidak boleh

diskriminatif. ASN harus netral,” pung-

kasnya.                                                 (Sni)-d

PEDULI PILKADA BERSIH

Tim 38 Advokat Awasi Program Pemerintah dan ’Money Politics’

KR-Saifullah Nur Ichwan 

Tim 38 Advokat saat deklarasi Peduli Pilkada Bersih. 

YOGYA (KR) - Prestasi

Internasional kembali di-

torehkan anak-anak SD

Muhammadiyah Sapen di

ajang Final Internasional

Olimpiade Big Bay Bei

(BBC) dengan meraih 6

award. Final BBC adalah

olimpiade matematika in-

ternasional yang diseleng-

garakan oleh Olympiad

Champion Education

Centre (OCEC) secara on-

line dari Hong Kong, be-

berapa waktu lalu.

Siswa SD Muhamma-

diyah Sapen peraih award

yaitu Kafka Dipamkara

Athisa Refandy meraih

Outstanding Award dan

medali emas, Muhammad

Rafisqy Mannaf meraih

medali perak, Husna

Nurraihan meraih medali

perak, Humaira Faiha

Carolina meraih medali

perunggu, dan Zafiya

Khairani Darmawan me-

raih merit award.

Koordinator Olimpiade

Matematika SD Muham-

madiyah Sapen, Heru Wa-

seso ST menyampaikan,

Final Internasional Olim-

piade BBC menyajikan

soal HOTS (High Order

Thinking Skills) dengan

bentuk soal isian. “Peserta

harus berpikir tingkat

tinggi sesuai tingkat ke-

lasnya untuk meraih

ranking tertinggi,” terang

Heru kepada KR, Senin

(23/11).

Kepala SD Muhamma-

diyah Sapen, Agung Rah-

manto SH MPd menyam-

but gembira dan mem-

berikan apresiasi tinggi

atas prestasi anak-anak

didiknya. 

“Prestasi ini hasil bela-

jar dan kerja keras serta

kedisiplinan anak-anak

yang didukung oleh guru

dan orangtua. Semoga

prestasi tersebut bisa me-

mantik motivasi belajar

teman-teman lainnya,”

katanya.                  (Dev)-d

SD MUHAMMADIYAH SAPEN

Raih 6 Award Internasional Olimpiade BBC

KR-Devid Permana

Siswa SD Muhammadiyah Sapen peraih award

bersama guru.

Golkar DIY Dorong Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran

BPD DIY Syariah Kelola Dana Pensiun
YOGYA (KR) - Bank BPD DIY Syariah mengadakan perjan-

jian kerja sama tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan

jasa perbankan PT Bank BPD DIY Syariah. Melalui program

Dana Pensiun Muhammadiyah berperan sebagai pengelola pro-

gram manfaat pensiun bagi karyawan yang bekerja pada Amal

Usaha milik Muhammadiyah (AUM).

Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso Rohmad me-

nerangkan, kerja sama yang dilakukan meliputi penerimaan, pe-

nyimpanan, serta pengadministrasian dana milik Dana Pensiun

Syariah Muhammadiyah sesuai dengan prinsip syariah. Menurut

Santoso, pengelolaan keuangan Dana Pensiun Muhammadiyah

meliputi pay roll gaji, pembiayaan pegawai, dan pengelolaan ke-

uangan lainnya.  “Bank BPD DIY Syariah menyediakan produk

sesuai prinsip syariah yang dapat digunakan oleh seluruh anggota

AUM. Terdiri dari Giro Wadiah, Tabungan Sutera Mudharabah,

Tabungan Haji dan Umroh Shafa Mudharabah, Deposito Mudha-

rabah, Tabungan Pendidikan Salam Mudharabah, Tabungan

Salam Qurban, dan Tabungan Simpeda Wadiah,” ungkap Santoso

Rohmad dalam siaran persnya kepada KR Senin (23/11). (Aha)-d


